Nomor

LLEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

TAHUN SERl: NO

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN [LANGKAT
NOMOR : 8 TAHUN 2003

TENTANG
RETRIBUSI IZIN DAN PELLAY ANAN KFSEIHATAN SWASTA

DENGAN RAIHMAT TUIHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

a. bahwa Pembinaan, Pelayanan Keschatan Swasta, Tempat-Tempat Umum
(TTU) dan Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman serta

Kesehatan Tenaga Kerja perlu pengaturan Daerah.

b. bahwa dengan berlakunys Undang-Undang  Nomor 22 tahun 1999
Tentang Pemenintahan Daerah , maka tugas pembinaan, pengendalian,
Pengawasan dan Pelayanan Keschatan Swasta TTU dan Industri Rumah
Tangga makanan dan Minuman serta Keschatan tenaga kerja berada

dalam kcewcenangan Pemcerintah Kabupaten Langkat.

¢. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu

menerbitkan Peraturan Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang  Kesehatan
Keselamatan Kerja.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keschatan.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan

Pokok Pengelolaan Lingkungin Hidup

8. Peraturan Pemerintahan Nomor § Tahun 1982 tentang perpindahan

Ibukota Kabupaten Dacrah Tingkat IT Langkat dari Binjai kc Stabat.

9. Peraturan ...... M
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9. Peraturan Pemerintahan Nomor 10 [ahun {986 tentang perubahan batas

Wilayah Kotamadya Tingkat II Binjai, Ka%su(ﬁcn Daerah Tingkat II Deli

Serdang | 7
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tantang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

11. Peraturan Pemerintahan Noemor 66 Tahun 2001 tantang Retribusi Daerah;

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

13. Peraturan Dacrah Kabupaien Langkat Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehaian Kabupaten
Langkai;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG RETRIBUSI

IZIN DAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA.

@

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Percturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

T e omoa

Daerah adalah Kabupaten Langkat.

Pemerintah  Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Dacrah
Otonom lainnya sebagai badan Eksekutif Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Langkat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Langkat sebagai Lembaga Legislatif Daerah.

Sckretarial Dacrah adalah Sckretariat Dacrah Kabupaten Langkal.
Dinas adalah Dinas Keschatan Kabupaten Langkat.
Kas daerah adalah Kas Dacrah Kabupaten Langkat.

Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Perpajakan
Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Retribusi yang selanjutnya disebut retribusi izin dan Peiayanan Kesehatan
Swasta , adalah pemungutan Dacrah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingun orang pribadi atau badan.

Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan olch
Pemerintah Dacerah untuk tujuan, kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
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m.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perscroan Terbatas,
Koanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persckutuan, Perkumpulan, Firma,
Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana
Pensiun, bentuk Badan usaha tetap, serta bentuk vsaha lainnya.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan
didalam hubungan kerja untuk menghasilkan jasa atau barang guna
memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kartu Laik Sebat adalah kartu yang memuat hasil pemeriksaan Keschatan
lingkungan tempat-tempat usaha.

Izin adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian
izin kepada orang pribadi atau badan vang dimaksud untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan, pemanfaatan ruangan,
penggunaan sumber daya alam, prasarana, savanz atau {asilitas tertentu
guna melindungi umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Keschatan Lingkungan adalah kondisi lingkungan yang dapat berpengaruh
terhadap Kesehatan tenaga kerja dan masyarakat yang ada disekitar tempat
usaha.

Tempat usaha adalah tiap raangan terbuka atau tertutup tempat tcnaga kerja
bekerja untuk keperluan usaha dimana terdapat potensi bahaya

Tanda bukti Penerimaan adalah surat vang digunakan oleh wajib retribusi
untuk melakukan pembayaran atau penyctoran retribusi vang terhutang ke
kas dacrah atau ke tcmpat pembayaran lainnya yang di tetapkan oleh Kepala
Daerah.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegialan untuk mencar, mengumpulkan
dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan, pemenuban kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.

Pelayanan Keschatan adalah bentuk pelayanan berupa peningkatan,
pencegahan, penyembuhan dan pemulihan Kesehatan yang dilaksanakan
oleh perseorangan atau berkelompok dalam suatu organisasi yang diberikan
kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk peningkatan
derajat Kesehatan Masyarakat.

Tempat  Tempat Umum adalah suatu tempat yang menyediakan fasilitas
dan atau pelayanan untuk umum yang dapat menimbulkan kecelakaan dan
gangguan keschatan lainnya apabila fasilitas dan atau pelayanan yang
disediakan tidak memenuhi syarat keschatan termasuk tempat penjualan /
penyajian makanan dan minuman

Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman adalah Perusahaan Pangan
yang memiliki tenmpat Usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan
pangan manual hingga semi otomatis.

Tempat-tempat pembuatan dan penjualan/penyajian makanan dan minuman

adalah tempat/perusahaan dimana makanan  dan minuman  tersebut
diproduksi, diolah, disimpan, diangkut,, dijual/disajikan bagi umum.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dikeluarkan Peraturan Daerah ini adalah -

(1) Mengatar .. ..
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(1) Mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan kegiaian pelayanan
Kesehaian Swasta, TTU dan Indusiri Ruwmah Tangga Makanan dan
Miruman serta keschatan tenaga kerja dalern rangks menmgkatkan deraja
Kesehatan Masyarakat. :

(2) Mcningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat seria mencegah terjadinya
penularan penyakit dan gangguan lainnys akibat dari kegiatan yang
diselenggarakan oleh pelayanan TTU dan Industri Rumah Tangga Makanan
dan Minuman.

Bab I
NAMA SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3
Dengan nama Retribusi lzin dan Pelayanan di bidang Kesehatan, TTU dan

Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman serta keschatan fenaga kerja
dipungut Retribusi atas pemberian izin dan rekomedasi pelayanan Keschatan.

Pasal 4
(1) Subjek Retribusi adalah sctiap orang pribadi atau badan vang memerlukan
pelayanan untuk mendapatkan izin dan rekomendasi pelayanan Keschatan

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
Daerah berkewajiban membayar Retribusi

(3) Objek Retribusi adalah Pelayanan vang diberikan Pemerintah Dacrah berupa
pemberian izin dan pelayanan Keschatan.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WIT.AY AH PEMUNGUTAN

Pasal S

Retribusi izin digolongkan scbagai Rctribusi Jasa Tcrtentu dan Rectribusi
pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Retribusi izin dan Pelayanan Kesehatan dipungut didalam Daerah.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi, dan
jangka waklu perizinan,

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal §

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif dimaksud untuk menutupi
biaya promosi, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pemberian Izin
Pelayanan Keschatan.
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(1)

2)

(1)

(2)

BAB VU
PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Pasal 9
Setiap  orang  pribadi  atau  Badan vyang mendirihan  dan  atau
menyclenggarakan pelayanan Keschatan Swasta dan yang akan bekerja
pada pelayanan keschatan di daerah wajib memiliki izin Kepala Daerah.
[zin pclayanan Kcschatan Swasta tordiri dari
a. Izin Rumah sakit
L. zin Rumal Besrsalin
¢. Izin Balai Pengobatan
d. Izin Tukang Gigi
¢. lzin Toko Obat
t. lIzin Apotik
g. lzin Prakiek Salon
h. Izin Prakteh Dokter Umum
i. Izin Praktek Dokter Gigi
j. Izin Praktek Dokter Spesialis
k. Izin Praktek Bidan
. Izin Praktek Fisioterapi
m. Lan Kerja Apoteker
n. Izin Kerja Perawat, Analis. Bidan, Refraksi optisi, Tekniker gigi,
Assisten Apotcker dan tenaga paramedis lainnya.
o. lzin prakick Pengobat Tradisional
p. lzin praktek Laboratorium
q. Izin Prkatek Perawat
r. Izin Praktek berkelompok dokter spesialis/ dokier gigi spesialis.
9. Izin Praktek Onptik '
t.  Izin tanda Nomor Sertifikat Produksi / Keamanan Pangan Industri
Rumah Tangga.
Pasal 10
Seliap orang pribadi  alau  badan  yang mendinkan  dan  alau
menyelenggarakan  pelayanan Kesehatan, Tempai-tempat umum dan
Industri  Rumah Tangga makanan dan minuman wajib  memiliki
rekomendasi  sanitasi dan keschatan lingkungan dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Langkat.
Rckomendasi berupa

a. Rekomendiasi Laik Keschatan Lingkungan.
b. Rekomendasi pemeriksaan umumkesehatan tenaga kerja
¢. Rekomendas: hasil pemeriksaan kwalitas air bersih.

(3) Dikecualikan ...............
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3

(H

(2)

3

(4)
)

(6)

Dikecualikan terhadap Orang dan astau Badan vang telah memiliki
Pelayanan Kesehatan terhadap Tenaga Kerja dari Dokter yang telah
r.empunyat  Sertifikasi  deri Pemerimiahan  Udak  diwajibkan  untuk
membayar Retribusi. .

Pasal 11

Untuk memperoleh 1zin dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 9
dan 10 Peraturan Daerah ini, si Pemohon harus mengajukan permohonan
secara tertulis kepada kepala Daerah dengan persyaratan yang distur lebih
lanjut dengan keputusan kepala Daerah.

Izin dan Rckomendas: sebagaimana dimakaud dalam Pasai 9 dan 10 diatas
baru dapat diberikan seteiah jumlah retribusi dibayar.

Jangks waktu berlakunys izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ditetapkan sebagai berikut :

- Hurup a b, ¢ dan { adalah S (lima) tahun .
- Hurup de.ghijkl,op, g redani adalah 3 (liga) tahun
- Hurup mdan n adalah 1 (satu) kali ponorbitan

1zin diberikan atas nama pemohon.

¢

l;’cmcgzmg Izin harus memenuki keientuan  ketentuan yang  harus
dipenuhi dan dipatuhi.

lzin tidak dapat dipindah tangankan kcpada pihak lain kecuali atas
pesertujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) diwajibkan :

a.

(1

Membayar Retribusi lzin dan rekomendasi ke Kas Daerah melalui
Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima Dinas Kesehatan,

Menycdiakan Racun Api dan alat Pemadam Kebakaran :

Mematuhi  scgala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
berkaitan dengan masalah Keschatan |

Memperpanjang izin dan membavar Retribusi sesuai dengan jadwal
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) bila si Pemegang izin ingin
melanjutkan usahanya.

Melayani dan membantu  petugas dalam  hal  kelancaran
pemeriksaan/penilaian lapangan.

Pasal 13

Izin Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dapat dialihkan atau dipindsh tangankan kepada pihak ketiga, apabila
dilakukan penggantian Nama/Mcrk Usaha, Pengembangan sarana dan
Tenaga Keschatan, sctelah mendapat persctujuan dari Kepala Daerah atau
pejabat yang dihunjuk.

(2)Setiap ................
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(2) Setiap  Perserujuan  yang diberikan  oleh  Kepala Daerah  atas  izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di pungut Retribusi sebesar
75 Y% (-ajuh puluh lima perseratus) dart tanf reinbusi izin,

Pasal 14

Izin penyelenggaraan Pelayanan sebagsimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
dan (3) dapat dicabut dinyatakan tidak berlaku seria tidak mempunyai
kekuatan Hukum lagi apabila

a  Pemegang i7in memperoleh izin secara tidak sah
b. Terjadi pemindahan letak atau lokasi tempat pelayanan Kesehatan.

¢. DPemegang izin tidak memenuhi kewajiban scbagaimana disebutkan pada
pasal 11

Pasal 15

Terhadap pencabutan izin, sebagaimana dunaksud dalam Pasal [4, pemegang
izin tidak dapat mengajukan pengembalian Retribusi yang telah dibayar dan
atau menuntut ganti rugi kepada Kepala Daerah.

BAB VHI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pemerintah Dacrah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua
kegiatan dan atau urusan pelayanan keschatan dalam rangka memelihara
kesehatan masyarakal sccara tehnis operasional dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten [.angkat.

BAB IX
KEWAJIBAN

Pasal 17

(1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang memiliki dan atau mengelola
tempat-tempat umum, tempat Indusiri Rumah Tangga Makanan dan
Minuman dan usaha lainnya diwajibkan melaksanakan :

a. Upaya kesehatan lingkungan pada tempai usahanya sesuai dengan
peraturan yang berlaku, yang dinyatakan pada kartu laik sehat.
b. Memperkerjakan tenaga keija yang berbadan sehal, memeriksakan

secara berkala minimal 6 (enam) bulan sckali dan dinyatakan sehat oleh
dokter Dinas Kesehatan atau yang dihunjuk.

¢. Menyelenggarakan jaminan pemeliharaan keschatan bagi seluruh tenaga
kerjanya dan mendattarkan ke Dinas Keschatan.

d. Menyediakan pakaian kerja alai pelindung diri bagi tenaga kerjanya
secsuai dongan ketentuan yang beriaku dan mewajibkan karyawannya
untuk sclalu memakainya dalam melakukan pekerjaan.

e. Menyediakan ..............

107



e. Menyediakan fasilitzs sanmitzsi yvang memenvhi syarat keachatan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

f. Memeriksakan air vang diporgimakan dalam proges produksi makanan,
minuman atau yang dipergunakan uniuk lenaga keriz minimal 6 (enani)
bulan sekali.

g. Memeriksakan hasil produksi makanan minuman rinimal 1 (satu) tahun

sekali.

{2)Memberikan kemudahan kepada petugas Dinas keschatan yang sedang
melakukan tugas pemeriksaan.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF P TRIBUSI

Pasal 18

(1) Tarif retribusi perizinan pelayanan kesehatan adalah sebagar berikut :

No Jenis Rctﬁbusi / Perizinan Tanif Keterangan
1 | Izin Rumah Sakit tipe ¢ Rp 2.000.000.00
o 5 (lima) tahun
izin Rumah Sakit tipe d Rp. 1.500.000.00
2 | Izin Rumah Bersalin Rp 500.000,00 | S (lima) tahun
3 | Izin Balai Pengobatan Rp 700.000,00 | 5 (lima) Tahun
4 | I7in Tukang Gigi Rp 200.000,00 | 3 (tiga) Tahun
5 | Izin Toko Obat Berizin Rp 100.000,00 | 3 (tiga) Fahun
6 | Izin Apotik Rp 1.000.000,00 | 5 (Yima) Tzhun
7 | lzin Praktek Salon :
- Kelas D Rp 50.000,00 | 3 (uga) Tahun
- Kelas C Rp 100.000,00 | 3 (tigay Tahun
- Kelas B Rp 200.000,00 | 3 (tiga) Tahun
- Kelas A Rp 300.000,060 | 3 (iga) Tahun
I7in Praktek Dokter Umum Rp 200.000,00 | 3 (tiga) Tahun
9 | Izin Praktek Dokter Gigi Rp 200.000,00 | 3 (tiga) Tahun
10 | Izin Praktek Dokter Spesialis Rp 300.000,00 | 3 (tiga) Tahun
11 | Izin Praktek Bidan Rp 100.000,00 | 3 (tiga) Tahun
12 | 1zin Praktek Fisioterapi I Rp - 75.000,00 | 3 {tiga) Tahun
13 | SIK Apoteker, Dokter, Dokter Gigi Rp 75.000,00 | 1 (satu) kali penerbitan
14 | Surat Tzn Kerja (SIK) Perawat, | Rp 50.000,00 | 1 (satu) kali penerbitan
Analis, Bidan, Refraksi Optisi, dan
Tekniker Gigi dan Asisten Apoteker
15 | Izin Praktek Battra Rp 100.600,580 | 3 (dga) Tahun
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| 16 | 1zin Praktek Laboratorium Rp 250.000,00 | 3 (tiga) 1'ahun

17 [ 1zin Praktek perawai Rp | 75.000,00 | 3 (tiga) Tahun

18 | Prakick  berkelompok  dokler | Kp | 250.600,00 | 3 (tiga) Tahun
spesiaiis/dokter gigi spesialis

19 | Izin Optik - Rp 200.000,00 | 3 (tga) Tahun

20 | Izin Tanda Nomor Seriifikat Produksi | Rp 100.000,00 | 3 (tiga) Tahun

/ Keamanan Pangan

(2) Tarif retribusi Pelayanan Kesehatan berupa :

No Jenis Retribusi Pelayanan Tarif Keterangan
1 | Rekomendasi Laik schat lingkungan
kerja : '
a. < 10 tenaga kerja 25.000,20 | 1 (satu) tahun sekali
b. 10-25 tenaga kerja 50.000,00 | 1 {satu) tahun sekali
c. 26-50 tenaga kerja ' 100.000,00 | 1 (satu) tahun sekali
d. > 50 tenaga kerja 200.000,00 | 1 (sar) tahun sckali
2 | Rekomendasi  Pemeriksaan  Umum | Rp 1.000,00 | 1 (satu) kali
Kesehatan tenaga kerja per tenaga kerja pemeriksaan 6 bulan
sekali
3 |Rckomendasi  hasil  Pemeriksaan | Rp 1.000,00 | 1 (satu) kali hasil
kwalitay air pemeriksaan i
Pasal 19

(1) Retribusi  yang dipungut berdasarkan I’eraturan Daerah ini disctor ke Kas
Dacrah sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan hasil

pungutan.

(2) Hasil pungutan peclayanan keschatan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah ini sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) digunakan untuk keperluan
pembiayaan kegiatan langsung operasional pelayanan keschatan.
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BAB Xi
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasa!l 20

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi di pungut langsung atau dokumen lain yang dipersamakan

M
()

3)

)

M

(2)
(3)

(1

(2)

BAB X1f
TATA CARA PEMBAY ARAN

Pasal 21

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunzs.

Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk dapat memberi izin kepada Wajib
Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tericntu
dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan,

Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Avat (2) ditetapkan oleh
Kepala Dacrah.

Kcpala Dacrah atau pcjabat yang dihunjuk dapat mengizinkan wajib rctribusi
untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan
dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 22

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan tanda
bukti pcmbayaran;

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;

Bentuk igi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X1l
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

Pengeluaran sural leguran / peringalan / sural lain yang sejenis sebagaimana
awal tindak pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah
7 (tujuh) hari scjak jatuh tempo pembayaran

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari selelah tanggal sura! ieguran atau
peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus
melunasi retribusi yang terhutang,

Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat
vang dihunjuk.
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Pasal 24

Bentuk - bentuk formulir yang dipergunakan untul pelaksanaan penagihan retribusi
Pelayanan Kesehatan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAD X1V
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUS!

Pasal 25

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi;

(2)Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagatmana
dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETFETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATAIL AN

Pasal 26

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan setribust yang terhulang dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib reiribusi atau bukan
karena kesalahannya;

(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan
ketetapan retribusi yang tidak benar;

(3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayai (2) dikeluarkan
oleh Kepala Dacrah atau pejabat yang dihunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak
Surat permohonan diterima;

(4) Apabila sctelah lewat 3 (tiga)bulan sebagzimana dimaksud dalam Ayat 3 (tiga)
Kcpala Dacrah atau pcjabat yang dihunjuk tidak mcmberikan keputusan, maka
permohonan  pembctulan, pengurangan  ketetapan, penghapusan  atau
pengurangan sanksi admunistrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVI
TATA CARA PENYETLESATAN KEBFRATAN

Pasal 27

(1) Wajib Retribusi dapal mengajukan permohonan keberatan;

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Avat (1) harus
disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daeral atau pejabat yang dihunjuk;

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2)
harue diputuskan oleh Kepala Daerzh atau pejabat yang dihunjuk dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan scjak tanggal sural permohonan keberatan
diterima.

BAB XVU ..............
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BAB X VI
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAMN
KELEBIHAN PEMBAY AR AN RETRIBUSI

Pasal 28

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara testulis kepada Kepala
Dacrah untuk pcrhitungan pengembalian kelebinan pembayaran Fotribusi;

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dsiara Ayat (1) kelebihan
pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahbulu dengan
utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Dacerah,

(3) Atas pcrmohonan scbagaimana dimaksud dalam Ayat (2) vang berhak atas

kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran
Retribusi selanjutnya;

Pasal 29

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dilaksanakan
dengan mencrbitkan Surat membayar Kclebihan Reiribusi;

(2) Atas perhitungan scbagaimana dimaksud dalam Ayai (1), diterbitkgn bukti
pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2 % (dua persen)
sctiap bulan dari retribusi yang terhitung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan Kewajiban schingga mrerugikan
Keuangan Negara diancam Pidana jumlah kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
alau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.

(2) Sectiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan atau kelalaiannya
melanggar ketentuan perizinan, larangan dan atau tidak melaksanakan
kewajibannya scbagaimana diatur dalam peratuian Daerah ini diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-
(Lima Juta Rupiah)

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini adalah tindak
pidana pelanggaran.
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dAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 32

Pejabat Pegawai Negeri Sipil lertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang - Undang Nomor &8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencarai, mengumpulkan, dan mencliti keterangan atau
faporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

b. Menelity, mencari, dan mengumoulkan keferangan mengenat orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah:

d. Memeriksa buku-buku, caiatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribust Dacrah;

@

Meclakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang retribust;

g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang  berlangsung  dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang, dibawa sebagaimana dimaksud
pada hurul ¢;

o Memoltret seseorang vang berkautan dengan tindak pidana Retribusi

Dacraly,

. Memanggil orang untuk didengar keierangannya diperiksa sebagai saksi;

1. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan iain vang perlu untuk kelancaran penvidikan tindak
pidana  dibidang  Retribusi Dacrah menwrat hukum yang dapat

dipertanggung jawabkan.

Peuyidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Avat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut
Umum, scsuai dengan ketentuan yang diatu dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang ITukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PERALINAN

Pasal 33

Dcengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka surat izin opcrasional dan atau surat
Izin lainnya yang scjenis dengan surat izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
apabila :

1. Masa berlaku .......



1. Masa berlakunya belum berakhir, dinyataban tetap berlaku sampal masa izin
berakhir:

2. Masa berlakunya telah berakhir, wajib didaficr ulang dan membayar Retribusi
izim;

3. Masa berlakunya telah sampai batas waktu, wajib didaftar ulang dan membayar
Retribusi lzin.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUY

Dasal 34

(1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian
dengan keputusan Kepala Dacrah sepanjang mengena: pelaksanaannya.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraiuran Daerah yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal di wndangkan,
‘
Agar supaya setiap orang dapat mcngetahuiny2, memeriniahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat.

Disahkan di : Stabat
pada tanggal : 10 Pebruari 2003

Disetujui oleh DPRI) Kabupaten 1.angkat BUPAITLANGKAT
Nomor : 188.342-01/KPTS/DPRD/2003 .
Tanggal o 15 Janua:i 2003 dto

L SYAMSUIL ARIFIN, SE.
Diundangkan di  :© Stabat
Pada Tanggal : 11 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PELAKSANA,

Dto

Drs. H GUS SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TAHUN
NOMOR
SERI
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